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Abstract: Enacted of Act Number 30 of 2014 on Government Administration leads the change of administrative court system 
in Indonesia. One of these change related to administrative effort. Administrative effort was application or implementation 
of Pancasila legal state. Pancasila legal state focus on the principle of mutual cooperation (gotong royong), which the mutual 
cooperation derived from harmony and deliberation. Thus administrative effort was aplication of harmony and deliberation 
principles, thought that judicial is the last effort to solve the problem. This research try to analyze the concept of administrative 
effort and it implementation at the court.  Legal issues in this research is: first, do administrative effort must be taken before sues 
to administrative court; and second, whether original administrative decision or edministrative effort decision that used as an 
dispute object when apply a administrative lawsuit to administrative court. Expected of this research can be found a norm that 
can be provides legal protection for the people especially in administrative dispute.
Keywords : Administrative Efforts, State Administrative Courts, Decisions.
Abstrak: Berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan membawa perubahan dalam 
sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Salah satu perubahan tersebut berkaitan dengan upaya administratif. Upaya 
administratif merupakan penerapan atau implementasi dari negara hukum Pancasila. Negara hukum Pancasila menitiberatkan 
pada asas gotong royong, yang mana asas gotong royong diderivasi melalui asas kerukunan dan musyawarah. Sehingga upaya 
administratif merupakan penerapan dari asas kerukunan dan musyawarah, yang menganggap bahwa peradilan merupakan 
sarana terakhir (ultimum remedium) untuk menyelesaikan masalah. Penelitian ini mencoba untuk menganalisa konsep menge-
nai upaya administratif dan penerapannya di pengadilan. Isu hukum dalam penelitian ini pertama apakah upaya administratif 
harus ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara, 
kedua apakah keputusan tata usaha negara awal atau keputusan upaya administratif yang dijadikan obyek sengketa apabila 
mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, ketiga bagaimana tenggang waktu mengajukan Gugatan di Peradilan 
Tata Usaha Negara setelah adanya Upaya Administratif. Diharapkan dari penelitian ini didapatkan formulasi norma yang dapat 
memberikan7 perlindungan bagi rakyat khususnya dalam hal sengketa Tata Usaha Negara.
Kata Kunci : Upaya Administratif, Pengadilan Tata Usaha Negara, Sengketa Administrasi Pemerintahan.
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Pendahuluan
Penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagai 
akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara 
(beschikking) menurut F.H van der Burg dapat ditem-
puh melalui dua kemungkinan, pertama melalui 
peradilan tata usaha negara/ peradilan administrasi 
(administratie frechtspraak) dan kedua melalui band-
ing administrasi (administratief beroep).2 Pasal 48 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 (selanjutnya 
disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun1986) me-
nyatakan bahwa tidak setiap keputusan tata usaha 
negara (beschikking) sebagai obyek sengketa tata 
usaha negara dapat langsung digugat melalui Peradi-
lan Tata Usaha Negara, karena apabila tersedia upaya 
administratif, maka sengketa tata usaha negara terse-
but harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya 
administratif sebelum diselesaikan melalui Peradilan 
Tata Usaha Negara.
Penjelasan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1986 menyatakan bahwa upaya administratif 
adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh 
seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak 
puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. 
Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemer-
intahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam 
hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi 
atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan 
keputusan yang bersangkutan, maka prosedur terse-
but dinamakan “banding administrative. Terdapat 
dua jalur atau dua alur berperkara di muka Peradilan 
Tata Usaha Negara. Bagi keputusan tata usaha negara 
yang tidak mengenal adanya upaya administratif, gu-
gatan ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Nega-
ra sebagai peradilan tingkat pertama, sedangkan bagi 
keputusan tata usaha negara yang mengenal adanya 
upaya administratif, gugatan langsung ditujukan ke-
pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.3
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
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Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut 
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014) mengatur 
upaya administrasi dalam bab tersendir iya itu Bab 
X mulai dari pasal 75 sampai dengan pasal 78. Pasal 
75 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 
bahwa Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap 
Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan 
Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan 
atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau 
melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, ayat (2) 
menyatakan upaya administratif sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) terdiriatas : a. keberatan; dan 
b. banding. Berdasarkan ketentuan yang tertuang 
dalam Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2014 maka menurut penulis sudah 
sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 48 
ayat (1) dan penjelasan pasal 48 Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1986. Terdapat permasalahan 
mengenai kewajiban atau keharusan menempuh 
upaya administratif terlebih dahulu sebelum dia-
jukan kepengadilan. Pasal 76 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan Ba-
dan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang 
menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau 
Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang 
diajukan oleh Warga Masyarakat. Dari urain di atas 
yang membuat penulis tertarik untuk melakukan 
kajian atau penelitian yang dituangkan dalam karya 
ilmiah berupa jurnal ilmiah ini.
Rumusan Masalah
1. Mengapa upaya administratif harus ditempuh 
terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan 
sengketa tata usaha negara ke PTUN ?
2. Apakah keputusan tata usaha negara awal atau 
keputusan upaya administratif yang dijadikan 
obyek sengketa apabila mengajukan gugatan di 
Peradilan Tata Usaha Negara apabila masing-
masing dikaitkan dengan ketentuan upaya ad-
ministratif dalam Undang-Undang Nomor 5 Ta-
hun 1986 jis. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1986 (selanjutnya disebut Un-
dang-Undang Nomor 9 Tahun 2004) dan Un-
dang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 
5 Tahun 1986 (selanjutnya disebut Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 2009) dibandingkan 
dengan upaya administratif sebagaimana tertu-
 1Baherman19@gmail.com, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 
Bengkulu.
2F.H  van Der Burg, et.al., Rechtsbescherming tegen de Overheid, (Ned-
erland: Nijmegen, 1985), p. 2
3Philipus M. Hadjon, et.al., Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia, 
(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), h.317.
ang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2014 ?
3. Apakah penghitungan tenggang waktu men-
gajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha 
Negara sejak mengetahui dan dirugikan menu-
rut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jis. 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Ta-
hun 1986 (selanjutnya disebut Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2004) dan Undang-Undang 
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Ked-
ua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 
(selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 
51 Tahun 2009) atau setelah mengajukan Up-
aya Administratif sebagaimana tertuang dalam 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ?
Tujuan Penulisan
1. Untuk menganalisis syarat formal yang harus 
ditempuh sebelum  mengajukan   Gugatan ke 
Pengadilan Tata Usaha Negara.
2. Untuk mengetahui Objek yang digugat di 
Pengadilan Tata Usaha Negara. 
3. Untuk mengetahui mengenai adanya Tenggang 
waktu mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata 
Usaha Negara setelah terbitnya Undang-Un-
dang Nomor 30 Tahun 2014.
Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan dua pendekatan 
masalah yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuri 
disempirik dengan penjelasan sebagai berikut:
1. Pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendeka-
tan yang dilakukan dengan menganalisa pera-
turan perundang-undangan yang berlaku, 
literatur maupun dokumen-dokumen untuk 
mengumpulkan data sekunder yang berkaitan 
dengan permasalahan dalam penelitian ini. 
2. Empirik yaitu suatu pendekatan yang dilakukan 
dengan mempelajari hukum dalam kenyataan-
kenyataan baik berupa penilaian, perilaku, 
pendapat dan lain-lain, serta melihat kenyataan 
hukum (rechtswerkelijkheid) sebagai suatu per-
buatan nyata dari hukum yang dalam arti positif 
yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang 
untuk itu. Pendekatan yuridis empiris yang di-
lakukan dalam penelitian ini untuk mengeta-
hui apakah terdapat konsistensi antara hukum 
dalam pengertian positif dengan hukum dalam 
pengertian yang nyata (rechtswerkelijkheid), se-
hingga dapat diketahui tingkat kesenjangan hu-
kum dalam arti positif (rechtspositievteit) dengan 
hukum dalam arti yang nyata (rechtswerkelijk-
heid).
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Pembahasan
Upaya Administratif dalam Sistem Peradilan 
Tata Usaha Negara di Indonesia
Penyelesaian sengketa tata usaha negara terlebih 
dahulu harus diselesaikan oleh pemerintah sendiri 
melalui sarana upaya administratif; Pertama, pada 
prinsipnya tugas pemerintah adalah menyelenggara-
kan pelayanan masyarakat (public service) dan bu-
kannya melayani gugatan, sehingga apabila dalam 
menyelesaikan sengketa tata usahaa negara ternyata 
tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah, maka pe-
nyelesaian melalui lembaga peradilan merupakan sa-
rana terakhir (ultimum remidium); Kedua, dalam pe-
nyelesaian oleh lembaga peradilan hanyalah menguji 
dari aspek hukum saja (rechtmatigheid), sedangkan 
pemerintah dalam menyelesaikan sengketa tata usaha 
negara selain menguji dari aspek hukum (rechtmatig-
heid) tetapi juga meliputi aspek efisiensi dan efektifitas 
(doelmatigheid).
S. Prajudi Admosudirdjo menyebutkan dengan is-
tilah peradilan administrasi negara dalam arti sempit4, 
sedangkan Rochmat Soemitro menggunakan istilah 
peradilan administrasi  murni   atau   peradilan   ad-
ministrasi  dalam  arti sempit,5 Peradilan Administrasi 
dimaksud adalah Peradilan Tata Usaha Negara yang 
memiliki unsur-unsur berikut:
a. adanya hukum, terutama di lingkungan Hukum 
Administrasi yang dapat diterapkan pada suatu 
persoalan ;
b. adanya sengketa hukum yang konkrit, yang pada 
dasarnya disebabkan oleh ketetapan   tertulis 
administrasi negara; minimal  dua pihak, dan 
sekurang-kurangnya salah satu pihak harus ad-
ministrasi negara;
c. adanya badan peradilan yang berdiri sendiri dan 
terpisah yang berwenang memutuskan sengketa 
secara netral atau tidak memihak;
 d. adanya hukum formal dalam rangka menerapkan 
hukum, menemukan hukum “in conreto” untuk 
mempertahankan ditaatinya hukum materiil.6
Menurut Paulus Effendie Lotulung,7 sebelum ber-
lakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, pola 
yang berlaku dalam  penyelesaian sengketa antara 
rakyat dengan pemerintah dalam menjalankan tugas-
nya dalam hukum publik adalah sebagai berikut :
1. penyelesaian sengketa melalui jalur intern adminis-
tratif yaitu atasan hierarki   dari pejabat yang ber-
sangkutan, jalur ini dikenal dengan sebutan adminis-
tratief beroep  atau prosedur pengajuan keberatan;
2. penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh badan 
badan peradilan semu, yang sebetulnya secara 
truktur organisatoris merupakan bagian dari pe-
merintahan/administratif.
3. penyelesaian oleh suatu badan peradilan, yang 
bisa berupa :
~peradilan administrasi khusus, yaitu pajak;
~peradilan umum.
Dalam sistem Peradilan Tata Usaha Negara, upa-
ya administratif telah diakui dalam hukum positif di 
Indonesia sebagai bagian dari sistem Peradilan Tata 
Usaha Negara, karena upaya administratif merupa-
kan bagian atau komponen khusus yang berkaitan 
dengan Peradilan Tata Usaha Negara  dalam penye-
lesaian sengketa tata usaha negara, sehingga apabila 
dalam peraturan perundang-undangan tersedia upaya 
administratif maka sebelum mengajukan gugatan di 
Peradilan Tata Usaha Negara, terlebih dahulu seluruh 
upaya administratif yang tersedia harus telah selesai 
digunakan. 
Upaya Administratif Berdasarkan Undang-Un-
dang Nomor 5 Tahun 1986
Upaya administratif dengan penyelesaian sengketa 
tata usaha negara melalui pengadilan adalah pada 
upaya administratif oleh instansi pemutus perselisi-
hannya dilakukan penilaian yang lengkap terhadap 
keputusan tata usaha negara yang disengketakan, baik 
mengenai penerapan segi hukumnya (rechmatigheid) 
maupun segi kebijaksanaan (doelmatigheid) yang dit-
erapkan oleh instansi yang mengeluarkan keputusan 
tersebut. Pada prinsipnya  instansi banding adminis-
tratif tidak membedakan antara persoalan-persoalan 
hukum dengan persoalan kebijaksanaan sehingga 
memeriksa sengketa tersebut seperti ia sendiri harus 
mengambil keputusan yang di banding itu, hal serupa 
juga dilakukan pada prosedur keberatan oleh instansi 
yang mengeluarkan keputusan itu.
Pengadilan yang berwenang memeriksa dan me-
mutus sengketa tata usaha negara yang terdapat 
adanya upaya administratif sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 48 adalah Pengadilan Tinggi tata Usaha 
Negara sebagai Pengadilan Tingkat Pertama sehingga 
secara normatif Pengadilan Tata Usaha Negara tidak 
berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata 
usaha negara yang tersedia adanya upaya adminis-
tratif dimaksud. Dengan demikian kemungkinan ada 
dua jalur atau dua alur berperkara di muka Peradi-
lan Tata Usaha Negara. Keputusan tata usaha negara 
yang tidak mengenal adanya upaya administratif, 
gugatan ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha 
Negara (tingkat pertama), sedangkan keputusan tata 
4S. Prajudi Atmosudirdjo, Masalah Organisasi Peradilan Administrasi, 
Simposium Peradilan Tata Usaha Negara, (Bandung: Penerbit Binacipta, 
1976), h.69
5Rochmat Soemitro, Masalah Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pa-
jak di Indonesia, (Badung: P.T.Eresco, 1989), h.49-50
6Sjahchran Basah, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Adminis-
trasi di Indonesia, (Bandung: Alumni, 1989), h. 55.
7Paulus Effendie Lotulung, Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hu-
kum terhadap Pemerintah, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), h.106-
107. 
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usaha negara yang mengenal adanya upaya adminis-
tratif, gugatan langsung ditujukan kepada Pengadilan 
Tinggi Tata Usaha Negara.
Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 
2 Tahun 1991, tanggal 9 Juli 1991 (selanjutnya dis-
ebut SEMA RI Nomor 2 tahun 1991) dinyatakan bah-
wa dalam hal upaya adminitratif yang tersedia hanya 
berupa keberatan gugatan diajukan ke Pengadilan 
Tata Usaha Negara dan bukan ke Pengadilan Tinggi 
Tata Usaha Negara, sedangkan apabila dalam pera-
turan dasar mengatur mengenai upaya keberatan dan 
banding administratif atau banding administratif saja, 
maka gugatan diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata 
Usaha Negara. Dalam praktek, ketentuan dalam Su-
rat Edaran Mahkamah Agung tersebut yang berlaku 
dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sen-
gketa tata usaha negara, dapat digambarkan dalam 
skema berikut :
Sumber : diolah dari  SEMA RI Nomor 2 Tahun 
1991
A.1.b. Upaya Administratif menurut Undang-un-
dang Nomor  30 Tahun 2014
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan pe-
rubahannya belum dilakukan harmonisasi dengan 
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 dan oleh kar-
ena lembaga upaya administratif telah diatur dalam 
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagai um-
brella act,8general rules9 juga diatur dalam peraturan 
perundang-undangan yang bersifat sektoral, maka 
penerapan ketentuan upaya administratif tersebut, 
dengan mendasarkan asas lex specialis derogat legi 
generali, hendaknya menerapkan ketentuan upaya 
administratif yang sudah diatur dalam undang-un-







Banding Administratif Keberatan 
kan gugatan ke pengadilan tata usaha negara harus 
melakukan upaya administratif yang tersedia (kebera-
tan dan atau banding administratif). 
Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indone-
sia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Ru-
musan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 
Tahun 2016  Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas 
Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut SEMARI Nomor 
4 Tahun 2016), point E mengenai Rumusan Hukum 
Kamar Tata Usaha Negara, angka 1, huruf c. yang 
menentukan bahwa perubahan paradigma berac-
ara di peradilan tata usaha negara pasca berlakunya 
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan 
bahwa keputusan tata usaha negara yang sudah diper-
iksa dan diputus melalui upaya banding administrasi 
menjadi kewenangan pengadilan tata usaha negara. 
Skema alur penyelesaian sengketa tata usaha negara 
melalui prosedur upaya administratif sesuai SEMA RI 
Nomor 4 Tahun 2016 sebagai berikut :
Sumber : diolah dari SEMA RI Nomor 4 Tahun 
2016
Upaya administratif yang diatur oleh UUAP Pihak 
Mahkamah Agung bertindak responsif dengan men-
geluarkan Peraturaan Pelaksana yaitu Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pe-
doman Penyelesaian sengeketa Administrasi Pemerin-
tahan setelah menempuh Upaya Administrasi, dalam 
Peraturan Tersebut upaya administrasi menjadi kewa-
jiban yang harus ditempuh atau syarat formal sebe-
lum mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha 
Negara terlihat Jelas  Pasal 2 yang menyebutkan :
Ayat 1 “Pengadilan Berwenang menerima,memeriksa, 
memutuskan dan menyelesaikan sengketa Administrasi 
Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif” 
Ayat 2 “Pengadilan memeriksa, memutuskan dan 
menyelesaikan gugatan sengketa Administrasi Pemerin-
tahan menurut hokum acara yang berlaku di Pengadi-
lan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku“
pasal 3 yang berbunyi :
Ayat (1) “pengadilan dalam memeriksa, memutus 
dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pe-
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merintahan menggunakan aturan dasar yang meng-
atur upaya administratif tersebut” 
Ayat (1) “dalam hal atuan dasar penerbitan kepu-
tusan dan/ atau tindakan tidak mengatur Upaya ad-
ministrtif, pengadilan menggunakan ketentuan yang 
diatur dalam undang-undang nomor 30 tahun 2014 
tentang administrasi Pemerintahan 
Obyek Sengketa Tata Usaha Negara di PTUN set-
elah Semua Upaya Administratif Dipergunakan
Obyek sengketa tata usaha negara di peradilan tata 
usaha negara adalah keputusan asal yakni keputusan 
pemerintahan (keputusan tata usaha negara). Ber-
beda yang berlaku dalam praktek sekarang ini, yang 
dijadikan obyek sengketa adalah keputusan dalam 
upaya administratif, yang seharusnya bukan obyek 
sengketa tata usaha negara,  dengan alasan sebagai 
berikut :
Pertama, upaya administratif merupakan lembaga 
penyelesaian sengketa tata usaha negara yang dilaku-
kan di internal pemerintahan sendiri, sebagai bentuk 
perlindungan hukum dalam suatu negara hukum. Per-
lindungan hukum dalam upaya administratif dimak-
sudkan untuk memberikan perlindungan bagi warga 
masyarakat yang dirugikan akibat sikap tindakan 
administrasi negara,10 sehingga upaya administratif 
bukan merupakan bagian dari prosedur penerbitan 
obyek sengketa, tetapi sebagai upaya penyelesaian 
sengketa tata usaha negara;
Kedua, upaya administratif  merupakan salah satu 
bentuk pengawasan internal yang dilakukan melalui 
badan-badan dilingkungan pemerintahan sendiri, 
karena dalam negara modern keterlibatan negara 
untuk turut campur hampir di setiap    aspek kehidu-
pan masyarakat semakin besar, sehingga administrasi 
negara memerlukan kekuasaan dan kebebasan yang 
semakin besar pula. Agar kekuasaan negara tidak dis-
alahgunakan dan perlindungan hukum tetap terjamin, 
maka diperlukan pengawasan terhadap administrasi 
negara diantaranya adalah pengawasan internal yang 
berupa upaya administratif;11
Ketiga, upaya administratif adalah salah satu jenis 
upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap kepu-
8Paulus E. Lotulung, Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Pasca 
Pengesahan R.U.U Administrasi Pemerintahan, Makalah disampaikan da-
lam Ceramah di Pembekalan Lanjutan Teknis Peradilan di Surabaya, tang-
gal 14 Maret 2009, h.5.
9Philipus M. Hadjon, (R)UU Administrasi Pemerintahan Sebagai Kodi-
fikasi (Sebagian) Hukum Administrasi Umum (General Rules of Adminis-
tratif Law) dan Peradilan Tata Usaha Negara, Makalah Disampaikan Dalam 
rangka HUT Peratun XVIII, Tanggal 13-15 Maret 2009 di Surabaya, h. 6.
10S.F.Marbun, Peradilan Administrasi..., h.73
11S.F. Marbun, Peradilan Administrasi, h. 72.
12 Paulus E. Lotulung, Menyongsong Pengesahan Rancangan Undang-
Undang Republik Indonesia Tentang Administrasi Pemerintahan, Makalah 
Disampaikan Pada Acara Bimbingan Tehnis Peradilan Tata Usaha Negara-
Mahkamah Agung R.I., Tanggal 9 Januari 2009 dan Pada Seminar Sehari di 
Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Tanggal 12 Pebruari 2009, h.15.
13Philipus M Hadjon, Perlindungan bagi Rakyat...., h 2.
tusan pemerintahan yang merugikan kepentingan 
warga masyarakat dalam penyelesaian sengketa tata 
usaha negara, selain dengan pengajuan gugatan di 
peradilan tata usaha Negara;12 Keempat, dalam hal 
yang dijadikan obyek sengketa adalah keputusan 
pemerintahan dan bukan keputusan upaya adminis-
tratif, maka dalam pelaksanaan putusan pengadilan 
akan lebih sederhana. Hal  tersebut dikarenakan yang 
harus mencabut ataupun memberikan ganti rugi ada-
lah pejabat yang membuat keputusan awal.13 
Argumentasi yang dapat dikemukakan bahwa 
yang menjadi pokok permasalahan atau fakta hukum 
adalah penerbitan keputusan pemerintahan oleh ba-
dan atau pejabat pemerintahan, yang telah merugikan 
kepentingan orang atau badan hukum perdata. Apa-
bila yang menjadi obyek sengketa adalah keputusan 
upaya administratif, maka pengujian oleh pengadilan 
tata usaha negara hanyalah sebatas aspek hukum dari 
penerbitan keputusan upaya administratif saja. Den-
gan kata lain, yang dinilai oleh hakim adalah fakta 
hukum penerbitan keputusan upaya administratif, bu-
kan fakta hukum penerbitan keputusan yang merugi-
kan masyarakat/ badan hukum perdata. Alasan lain 
mengenai obyek sengketa seharusnya adalah keputu-
san pemerintahan awal yang merugikan masyarakat 
adalah bahwa Pengadilan tidak mempunyai kom-
petensi untuk membatalkan atau menyatakan tidak 
sah keputusan pemerintahan tanpa menjadikan kepu-
tusan pemerintahan tersebut sebagai obyek sengketa 
tata usaha negara, sehingga sesuai asas praesumptio 
iustae causa keputusan pemerintahan masih diang-
gap sah sebelum dilakukan pembatalan,  karenanya 
meskipun gugatan penggugat dikabulkan oleh pen-
gadilan, tetapi tidak serta merta menimbulkan akibat 
hukum pada keputusan pemerintahan, namun hanya 
menimbulkan akibat hukum pada keputusan upaya 
administratif, apabila obyek sengketa adalah keputu-
san upaya administratifnya. 
Tenggang waktu mengajukan Gugatan di Peng-
adilan Tata Usaha Negara
Tenggang waktu mengajukan gugatan pada Pen-
gadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 75 
sampai dengan Pasal 78 Undang-undang Nomor 30 
Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang 
pada pokoknya setelah Upaya Administrasi dilakukan 
serta peraturan pelaksananya Peraturan Mahkamah 
Agung Nomor 6 Tahun 2018 6 Tentang Pedoman 
Penyelesaian sengeketa Administrasi Pemerintahan 
setelah menempuh Upaya Administrasi pada pasal 5 
menyebutkan :
Ayat 1 “Tenggang waktu pengajuan Gugatan di 
Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh hari) hari se-
jak diterimanya putusan atas upaya administratif oleh 
warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/
BAHERMAN: Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Administratif Sebagai Syarat Formal    93
atau pejabat administrasi Pemerintahan yang menan-
gani peneyelesaian Upaya Administratif”  
Ayat 2 “pihak ketiga yang tidak dituju oleh kepu-
tusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang 
waktu pengajuan gugatan dipengadilan dihitung sejak 
yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputu-
san Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingan-
nya”
Jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk men-
gajukan gugatan ke PTUN memegang peranan yang 
sangat penting, karena apabila jangka waktu ini terle-
watkan maka KTUN tidak dapat diganggu gugat lagi 
sekalipun KTUN tersebut mengandung cacat yang 
fatal. Selain itu, pertimbangan ditentukannya jangka 
waktu pengajuan gugatan adalah untuk memberi 
kepastian hukum dari suatu KTUN agar tidak terlalu 
lama dalam keadaan tidak pasti.14 Oleh karena itu, 
dapat terlihat bahwa UU PTUN lebih mementingkan 
stabilitas pemerintahan daripada kepentingan indi-
vidu.15 
C.1. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan 
Menurut Undang-undang Nomor  5 Tahun 1986
Perhitungan jangka waktu pengajuan gugatan ke 
PTUN untuk pihak yang dituju langsung dan tidak 
adanya upaya administratif maka jangka waktu pen-
gajuan gugatan ke PTUN untuk variabel ini adalah 90 
(sembilan puluh) hari sejak diterimanya KTUN atau 
sejak diumumkannya. Hal ini sebagaimana yang di-
jelaskan dalam bagian penjelasan dari Pasal 55 dari 
UU PTUN paragraf 1 yang berbunyi “bagi pihak 
yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha 
Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan 
puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputu-
san Tata Usaha Negara yang digugat”, dan paragraf 
5 yang berbunyi “dalam hal peraturan dasarnya me-
nentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumum-
kan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu 
dihitung sejak hari pengumuman tersebut”. Variabel 
kedua, perhitungan jangka waktu pengajuan gugatan 
ke PTUN adalah untuk pihak yang dituju langsung 
dan upaya administratif telah ditempuh namun hasil 
dari upaya administratif tersebut tetap tidak memuas-
kan bagi pihak tersebut, maka jangka waktu penga-
juan gugatan ke PTUN apabila hanya terdapat upaya 
administratif berupa keberatan adalah 90 (sembilan 
puluh) hari sejak dikeluarkannya KTUN yang menjadi 
hasil pemeriksaan keberatan yang telah dilakukan 
yang dirasa masih merugikan pihak yang berkepent-
ingan. Obyek gugatan disini adalah KTUN hasil pe-
meriksaan keberatan yang telah dilakukan. 
Sedangkan jangka waktu pengajuan gugatan apa-
bila terdapat upaya administratif sampai banding ad-
ministratif, maka jangka waktu pengajuan gugatan 
adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya 
KTUN yang merupakan hasil pemeriksaan dari band-
ing aministratif yang diajukan keluar sebagai obyek 
gugatan. Namun gugatan tidak diajukan ke PTUN, 
melainkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.16 
Variabel ketiga, perhitungan jangka waktu pengajuan 
gugatan ke PTUN terhadap KTUN yang bersifat “fik-
tif negatif”. Terhadap variabel ini dapat dilihat dalam 
penjelasan Pasal 55 paragraf 3 dari UU PTUN yang 
berbunyi sebagai berikut: Dalam hal yang hendak 
digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan 
Pasal 3 ayat (2), maka tenggang waktu sembilan pu-
luh hari itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu 
yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang di-
hitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang 
bersangkutan, sehingga apabila terdapat peraturan 
dasar yang menentukan adanya batas waktu bagi ba-
dan atau pejabat tata usaha negara untuk mengelu-
arkan keputusan atau memberikan reaksi atas suatu 
permohonan keputusan yang masuk, maka tenggang 
waktu dihitung sejak habisnya kesempatan mengam-
bil suatu KTUN yang bersangkutan.17 Apabila tidak 
adanya peraturan yang membatasi lama badan atau 
pejabat tata usaha negara untuk mengeluarkan kepu-
tusan atau memberikan reaksi atas suatu permoho-
nan keputusan yang masuk. Dalam hal ini, tenggang 
waktu sembilan puluh hari dihitung setelah lewat 
empat bulan sejak permohonan yang bersangkutan 
diterima.18 Hal ini dijabarkan dalam Penjalasan Pasal 
55 paragraf 4 dari UU PTUN yang berbunyi sebagai 
berikut:  Dalam hal yang hendak digugat itu merupa-
kan keputusan menurut ketentuan Pasal 3 ayat (3), 
maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihi-
tung setelah lewatnya batas waktu empat bulan yang 
dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang 
bersangkutan.
Variabel keempat adalah perhitungan jangka waktu 
pengajuan gugatan terhadap pihak ketiga yang memi-
liki kepentingan terhadap suatu KTUN yang bahkan 
tidak ditujukan untuknya. Melihat kepada rumusan 
dari Pasal 55 dan Penjelasannya dari UU PTUN, 
maka terlihat bahwa jangka waktu pengajuan guga-
tan hanya ditujukan kepada pihak yang namanya di-
tuju oleh suatu KTUN yang merasa kepentingannya 
dirugikan oleh KTUN tersebut. Yang menjadi polemik 
kemudian adalah berapakah jangka waktu pengajuan 
gugatan oleh pihak lain selain yang namanya dituju 
oleh suatu KTUN yang merasa kepentingannya telah 
dirugikan oleh KTUN tersebut dapat mengajukan gu-
gatan ke PTUN?  Hal ini ternyata tidak diatur dalam 
UU PTUN namun dapat ditemukan pengaturannya 
dalam Bab V angka 3 tentang Tenggat Waktu (Pasal 
55) dari SEMA Nomor 2 Tahun 1991, tanggal 3 Juli 
1991 (SEMA Nomor 2 Tahun 1991), yang berbunyi 
sebagai berikut: 
Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputu-
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san Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentin-
gannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis 
sejak saat is merasa kepentingannya dirugikan oleh 
Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adan-
ya Keputusan tersebut. 
  Dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1991 da-
pat terlihat unsur-unsur jangka waktu yang harus 
dipenuhi oleh pihak yang tidak dituju oleh suatu 
KTUN namun merasa kepentingannya dirugikan oleh 
KTUN tersebut adalah pertama, jangka waktu menga-
jukan gugatan ke PTUN adalah 90 (sembilan puluh) 
hari dihitung secara kasuistis, kedua, terhitung sejak 
sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh 
dan mengetahui adanya Keputusan tersebut. Hal ini 
menjadi menarik untuk diperhatikan karena penen-
tuan jangka waktu pengajuan gugatan ke PTUN men-
jadi tidak pasti karena diterapkan secara kasuistis oleh 
SEMA Nomor 2 Tahun 1991. Oleh karena itu, penen-
tuan jangka waktu pengajuan gugatan yang ditentu-
kan oleh SEMA Nomor 2 Tahun 1991 ini memiliki 
kecenderungan bertentangan dengan prinsip-prinsip 
yang telah terkandung dalam UU PTUN yang lebih 
mementingkan stabilitas pemerintahan dibanding-
kan dengan kepentingan individu seseorang. SEMA 
Nomor 2 Tahun 1991 kemudian digantikan dengan 
SEMA Nomor. 3 Tahun 2015, tanggal 29 Desember 
2015 (untuk selanjutnya disebut sebagai SEMA No-
mor 3 Tahun 2015) dimana pada Bagian E. Rumusan 
Hukum Kamar Tata Usaha Negara Nomor 1 tentang 
tenggang waktu pengajuan gugatan oleh pihak yang 
tidak dituju oleh suatu KTUN namun merasa kepent-
ingannya dirugikan oleh KTUN tersebut ditentukan 
sebagai berikut:  Tenggang waktu 90 (sembilan pu-
luh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga 
yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata 
Usaha Negara, yang semula dihitung “sejak yang 
bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh 
keputusan tata usaha negara dan sudah mengetahui 
adanya keputusan tata usaha negara tersetbu” diubah 
menjadi dihitung “sejak yang bersangkutan pertama 
kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang 
merugikan kepentingannya.
  
2. Tenggang waktu Mengajukan Gugatan Menu-
rut Undang-undang Nomor  30 Tahun 2014
Penerapan batasan tenggang waktu mengajukan 
14Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan 
Tata Usaha Negara,...,                                                        h. 62-63. 
15Indroharto, Usaha Memahami Undang Tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara,...                                                       h. 57.
16Yusrizal, Modul Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (Lhokseu-
mawe: Unimal Press, 2015), h. 26
gugatan ke pengadilan merupakan hal penting untuk 
menghadirkan kepastian hukum terhadap proses be-
racara. Tenggang waktu mengajukan gugatan mem-
berikan batas waktu kepada seseorang atau badan 
hukum perdata untuk memperjuangkan hak dan 
kepentingan hukumnya dengan cara mengajukan 
gugatan ke PTUN, dengan berkembangnya hukum 
diindonesia telah ada perubahan mengenai jangka 
waktu mengajukan gugatan ke Pengadilan tata Usaha 
Negara yang di atur dalam Undang-Undang nomor 
30 Tahun 2014 khususnya pada Pasal 75 sampai den-
gan 78 yang berbunyi : 
Pasal 75 
Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap 
Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan 
Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan 
atauAtasan Pejabat yang menetapkan dan/atau 
melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada 





Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang 
menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau 
Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang 
diajukan oleh Warga Masyarakat. 
Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas 
penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepa-
da Atasan Pejabat. 
Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas 
penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga 




(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu 
paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak 
diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan 
dan/atau Pejabat Pemerintahan.
(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau 
Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputu-
san.
(3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemer-
intahan wajib menetapkan Keputusan sesuai per-
mohonan keberatan.
(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyele-
17Indroharto, “Usaha Memahami Undang-Undang”, h. 61.
18Ibid.
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saikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari 
kerja.
(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 
tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka wak-
tu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kebera-
tan dianggap dikabulkan.
(6) Keberatan yang dianggap dikabulkan,ditindaklanjuti 
dengan penetapan Keputusan sesuai dengan per-
mohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan.
(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib me-
netapkanKeputusan sesuai dengan permohonan 
paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya 
tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4).
Pasal 78 
(1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu 
paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputu-
san upaya keberatan diterima.
(2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di-
ajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang 
menetapkan Keputusan.
(3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pe-
merintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai 
dengan permohonan banding.
(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menye-
lesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari 
kerja.
(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 
tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan 
dianggap dikabulkan. 
(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib me-
netapkan Keputusan sesuai dengan permohonan 
paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya 
tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4).
Mencermati ketentuan Pasal 75 jo Pasal 76 jo 
Pasal 77 jo Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Ta-
hun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang 
pada pokoknya dalam hal pengajuan gugatan ke Pen-
gadilan Tata Usaha Negara harus menempuh upaya 
administrasi terlebih dahulu, kemudian mengenai ke-
tentuan tenggang waktu pengajuan gugatan setelah 
menempuh upaya administratif di atur lebih lanjut 
dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 1 angka 9 
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 
Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administra-
si Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Adminis-
trasi, yang menyebutkan sebagai berikut :
Pasal 5 Ayat (1) “Tenggang waktu pengajuan gu-
gatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari 
sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh 
Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/
atau Pejabat Aministrasi pemerintahan yang menan-
gani penyelesaian upaya administratif”
Pasal 1 Angka 9 “Hari adalah hari kerja”
Kesimpulan
Sengketa tata usaha negara sebagai akibat dikelu-
arkannya keputusan tata usaha negara yang didaftar-
kan pada Pengadilan Tata Usaha Negara harus melalui 
syarat formal mengajukan yang diatur pada Pasal 48 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan 
bahwa tidak setiap keputusan tata usaha negara (be-
schikking) sebagai obyek sengketa tata usaha negara 
dapat langsung digugat melalui Peradilan Tata Usaha 
Negara, karena apabila tersedia upaya aministratif, 
maka sengketa tata usaha negara tersebut harus dis-
elesaikan terlebih dahulu melalui upaya administratif 
sebelum diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha 
Negara. Tekait upaya Administratif yang diatur oleh 
UUAP Pihak Mahkamah Agung bertindak responsif 
dengan mengeluarkan Peraturaan Pelaksana yaitu 
Peraturan Mahkamah Agung nomor 6 Tahun 2018 
tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi 
Pemerintahan setelah menempuh Upaya Adminis-
trasi, dalam Peraturan Tersebut upaya administrasi 
menjadi kewajiban yang harus ditempuh atau syarat 
formal sebelum mengajukan Gugatan Ke Pengadilan 
Tata Usaha Negara.
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tidak men-
gatur mengenai obyek sengketa tata usaha negara di 
peradilan tata usaha negara, apabila seluruh upaya 
administratif telah digunakan. Secara konseptual up-
aya administratif merupakan mekanisme pengajuan 
keberatan dan atau banding administratif terhadap 
keputusan pemerintahan dalam lingkungan internal 
pemerintahan. Hal tersebut pada hakikatnya sebagai 
sarana pengawasan internal dan perlindungan hukum 
yang diberikan oleh badan atau institusi di lingkungan 
pemerintahan sendiri. Tenggang waktu mengajukan 
Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara berdasar-
kan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Ta-
hun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang 
menyebutkan bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya 
dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung 
sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan 
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
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